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NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Plrsal 32 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa periu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penlr:.sunan Peraturan di Desa;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Perpanjangal Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantaa (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor /2,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubati dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerrih Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingket Ii Tapin dan Daerah Tingkat tl
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun :.959 tent llg Penetapan
Undalg-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentarg Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimaltan (Lembaran Ne gara RepubLik I ndone s ia
Tahun 1956 Nomor'5l, Tambahari Lembaran
Negara Republik Indonesia Ncmor 2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturar perundang-undangan
(L€mbaran Nega.ra Repubiik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemi,aran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

r.lndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran N,:gara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tarnbahan Lembaran Negara Repu blik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah ditrbah beberapa
kali dal tera-i<hir derigan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun !014 tentaag
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerinta.h Republik indonesia Nomor
43 T'a1lun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaal
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambaha-n Lembaran
Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Perirbentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 20L4 Tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI  TENTANG
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

TATA‐   CARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1 
r

Dalam Peratursr Bupati ini yang dimaksud dengan :i. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2, Pemerintahan daerah adaiah penyelenggaraan urusan pemerintaha_r olehPemerintah Daerah dar Dewan perwakijen Rekyat Daerah rnur,rr-t asas otonomida,, tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seruas-luasnya dalam sistem. danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud daram Undang_Undang Dasar Nega_ra Republik Indonesia Tahun 1945.3' pemerintah Daera' adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai LinsurPenyelenggara pemerintah Daerah.



4. Bupati adalah BuPati KetaPang'

5. Desa adalah kesatuan *^ryurrtut hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenanguntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahan,kepentingan
masyalakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat'hakasalusui'dan/atau
haktradisionalyangdiakuidandihormatida.lamsistempemerintahanNegara
Ke satuan RePublik Indonesia'

6. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraa-n urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakatSetempatdatamsistempemerinta}ranNlgaraKesatuanRepublik
lndonesia,

7. pemerintah Desa ada-lah Kepala Desa dibantu peraagkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa'
g. Badai Permusyawaratan Desa yang selaijutnya ciisingkat BPD ada-lah iembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayarh dan ditetapkai secaf a

demokratis,
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan

Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa'

10. peratr:ral Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawafatan Desa.

I 1. peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yalg ditetapkan oleh dua atau

lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. PeraLuran Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan

bersifat mengatur.
13. Keputusal Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan

final.
14. Evaluasi ada-iah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa

untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan u-lnum dan/ atau Peraturan
Perundang-undangan yang iebih tinggi.

15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lcrnbaran Desa atau
Berita Desa.

16. Klarifrkasi ada.lah pengkajial dan penilaian terhadap Beraturan di Desa untuk
mengetaiui bertentangan dcngan kepentingan umum, dan/ atau Pcraturan
Pr:rundang-undangan l,ang lebih tinggi.

17. Bertentangaa dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan
terganggunya kerukunan anta-r warga masyarakat, terganggunya akses -terhadappelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, tergangg unya
kegiatan ekonomi untuk meningkalxan kesejalrteraan masyarakat da17 atau
diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, arrtan golongan, dan
gender.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selaljutnya disebut ApBDesa adalah
rencana keuangan ta-hunan pernerintahan desa.

BAB II
JENIS DAN MATERI MiUATAN PERATURAN DI DESA

Jenis Peraruran di Desa meiiputi:
a, Peraturan Desal
b. Peraturan Bersama Kepata Desa; danc. Peraturan Kepala Desa.

Pasa1 2



Pasa1 3

peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 2 dilarang bertentangan dengan

kepentingaa umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggr.

Pasa1 4

( i ) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi
pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undan gan yalg lebih tinggi.

(2) Peraruran Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,
berisi materi kerjasama Desa.

(3) Peraturan Kepala Desa sebagaima:ra dimaksud dalam Pasa-l 2 huruf c, berisi materi
pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari
peraturan perundalg-undangan yalg lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA
Bagl`遺l Kesatu

Perencanaan
Pasa1 5

(1) Perencanaan penlrusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa
dan BPD dalam Rencana Keda Pemerintah Desa.

(2) Lembaga kemasyaralatari, lembaga adat dar:. lembaga desa lainnya di desa ciapat
memberikan masukar kepada Pemerintah Desa dan atau BpD untuk rencana
penlarsunan Rancalgan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penlrr.sunan
paragraf 1

Penyrrsunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
pasa] 6

(1)Penyllsun田l Ralcalgal Peratural DeSa dipraka・ S饉 01Ch Pemennmh Desa`
(2)RanCangan Peraturan Desa sebagarnana diinaksud pada ayat(1)disampalkan
Kepala Desa kepada BpD untuk dibahas dan disepakad bersarna.

(i) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancnngan peratura, Desa.(2) Rancangan peraturaa Desa sebagai*"rr" iaJ"ra p"a" 
"y., 

jii u*rri untukRancan gan peraruran D e sa tentan! Rencgna pembangunan ;;i;ir,I"""n gah D e s a,Rarcangan peraturar Desa tentaig Rencana Kerja pemerin*t-oaau, 
RancanganPeraturar Desa tentang 

-ApB Desa J* n*.rrg* peraturan Desa tentang iaporanpertanggungiawabal realisasi p.iat 
"rrran apg O."r.

paragraf 2
Penyrsunan Peraturan Desa oleh Bj ,D

pasal 7



'(3) Rancangan Peraturan Desa sebagajmana dimaksud paCa alat (1) dapat diusulkan

oieh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan

Peraturan Desa usulan BPD,

Bagian Keliga
Pembahasarr

Pasal 8

(i) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa.
(2) Daiam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarria Pemerintah Desa dan

usulan BPD mengeuai hal yalg sama untuk dibahas dalam *'alrhr pembahasan yarrg
serma, maka didahulukan Rancalgan Peraturan Desa usulan BPD sedargkan
Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakar sebagai bahan untuk
dipersandingkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pembahasal bersama
peraturan desa diatur lebih larrjut dengal tata tertib BPD.

Pasa1 9

(1) Rancangan Peraturan Desa yang belum diba-has dapat ditarik kembali oleh
pengusul.

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kemba]i kccua.li
atas kesepal<atan bersama antsra Pemerintah Desa dan BpD,

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakatr bcrsama disampaikan oleh
pimpinaa BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tBnggel kesepakatan.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pacia ayat (1) wajib ditetapkan
oleh kepala Desa dengai rnembubuhka! ta,'da tangan paling lambat 15 (1ina belas)
ha:-i terhitung sejak diterimanya Rancangan peraturan Desa dari pimpinan BpD.

Bagian Keempat
penetapan

Pasal 1t

(t) Rancangan perafural
dimal<sud dalam pasa.l

diundangkan.

Desa yang teleh dibubuhi te,,da tangs-n eebagai:na:ra
10 ayat (2), disampaikan kepada Sekreiaris Desa untuk

(2) D a-tam hal Kepala Desa tida-k menandatangeni Ra,cangan peraturan Desasebagaima,a dimaksud dalam pasa-l ro ayat (2), Rancangan p"i"t rrro Desa tersebutwajib diundangkan dalam Lembaran Oesa aan sah menjr-,di peraturan Desa.



(1.) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa daiam Lembaran Desa'

iz1 e".^,r.^., Desa dinyatakan mulaj berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang

mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa'

(3) Apab-ila sekretaris desa berhalangan tetap pengundengen Peraruran Desa
' ' ."u"g*i*ana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pelaksana tugas sek-r:taris

Bagian Kelima
Pengundangart

Pasal 12

de sa.

Bagian Keenam
Penyebarluasarl

Pasal 13

(1) penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dal BPD sej ok penetapan rencana

penlrusunan Rancangan Peraturan Desa, penyU.sunan RanCangAn Peratuan DeSa,

pembal:asan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengu.ndangan Perahrran Desa.

(2) penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan

informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku

kepentingan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASi PERATURAN DESA

Paragraf 1

Evaluasi, Nomor Registrasi daa l0arifikasi Peraturan Desa
Pasal 14

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata RuaIg, dan
Organisasi Pemerintahan Desa yang telah dibahas dan c',isepakati oleh Kepe-la Desa
dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat
Daerah ya-ng membidangi pemerintahan desa melalui Camat paling lambat 3 (tiga)
hari sejat disepalati untuk dievaluasi.

(2) Permohonan eva-luasi sebagaimana dima-icsud pada i.yat (1), dilakukan seteial'l
mendapatkan persetujuan bersama BPD.

(3) Haoil eva-luasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimala dimsksud pada ayat (1),
diserahkan oleh Bupati paling iama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagairnana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada
kepala desa dengan tembusan BPD.

(6) Dalam ha1 Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimarta dimaksud pada
ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya. I

(7) Dalam hal Bupati tidak memberikar hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

,



Pasal 15

(1) Kepaia Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud da1am

Pasa-l 14 ayat (6), paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil eva-luasi,

(2) Kepala Desa dapat rnengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koreksi dan tindakianjut Perbaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati meialui Camat.

(4) Daiam ha1 Kepala Desa tidak menindakianjuti hasil evalusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membata-lkan
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Bupati membentuk lim evaiuasi Rancangan Peraturan Desa.
(2) Keanggotaarl Lim evaluasi terdiri dari unsur antsra lain :

a. perangkat daerah yang membidangi pemeriltahan dgsa sebagai koordinato:;
b. unit kela sekretariat daerah yang membidangi hukum;
c. perangkat daerah yang membidangi pengawasan;
d. perangkat daerah yang membidangi keuangaa;
e. perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
f, perangkat daerah yang membidangi penataan ruang;
g. perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah;
h. camat yang membawahi desa terkait; dan
i. unit kerja yang berkaitan langsung dengan peraturan desa;

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Paragraf 2
Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 17

(1)

(2\

Kepala Desa wajib mengajuka, permohonan permintaan nomor register peraturan
desa kepada Bupati up. Kepala unit Keg'a Sekretariat Daerah yJng membidangihukum sebelum peraturan desa ditetapkan,
Permohonar sebaga-imana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkaa hard copldan soft copy rancangan peraturar., desa,

(3) Apabila rancangan peraturan desa wajib evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasa,74 ayat (1), pemberia, nomor register peraturan desa diajukan seterahditetapkaanva has, evaluasi sebagaimara dimaksud pada pasal 14 L., rot.(4) Nomor register peraturan desa dicanrumkan pada bagian al<hir peraturan dese

;::ff,ro.o. 
pengundangan dalam lembaran desa, dengrrn klausula sebagai

"Noreg peraturan desa Kecamatan Kabupat-.n Ketapang :(Nomor urut/nama desa,/ tahun),
(5) Bupari memberikam nomor register

tembusan perangkat daerah yang me l".r:r".T desa kepada kepaJa desa dengarr
mbidangi pemerintahan desa dan Camat.



Pばagご 3
Klarlikasi

Pasal 18

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 12

ayar (1) disampaikal oieh Kepala Desa kepada Bupati up. Kepala unit ke{a
Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak

diundangkan untuk diklarifikasi.
(2) Bupati melakukan klarifikasi Peratura-n Desa dengan membentuk tim klarifikasi

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima'

Pasa1 19

(1) Hasil klarifrkasi sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 18 ayat (1) dapat berupa :

a. hasil kiarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingen umum, dan/ atau
kctentuan peraturan pemndang-undangan yang lebih tttggi; dal

b. hasil klarifikasi yang bertentargan dengan kepentingan umum dan/ atau
ketentuan peraturan pemndang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa
tidak bertentangan dengan kepentingan umurn, dan/ atau ketentuan peraturar
perundalg-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasii klarifrkasi
yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan
dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yrrng lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengaa Keputusan
Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMIA KEPALA DESA

Baglan Kcsatu
Perencanaan
pasa1 20

( 1 ) Perencanaan penyr-rsunan. Rancalgal Peratural Bersama Kepala L esa d itetapkarr
bersarna oleh dua Kepa]a Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.

(2) Perenca;raan Pen}1rsunarr Ralca-ngaI Peratr:ran Bersarna Kepala Desa seb6ge-irnana
dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan seterah mendapatkan rekomendasi dar-i
Musyawa.ral De sa,

Ba」al Kedua
Penyusunan
Pasa1 2 1

Penyusunan Rancangan peraturan Bersama Kepala Desa drrakukan oieh Kepala Desapemrakarsa.

PaSa1 22

(i) Rancangan peraturan Bersafia Kepa-la Desa yeo,g telah disusun, wajibdikonsurtasikan kepacra masyarakat piJrmasing-masi:rg 
dan dapat dikonsultasikenkepada camat masing-masing 

""t"k;;;j;;atkan masukan.



iZ) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan Kepala Desa untuk tindak laniut proses penyusunan Rancanga:r

Peratural Bersama KePala Desa'

Bagian Ketiga

Pembahasart, Penetapan dan Pengundangaa
Pasal 23

pembahasan Rancangal Peraturan Bersama Kepara Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepaia

Desa atau lebih.

Pasa1 24

( i ) Kepa.la Desa yang rnelakukan kerja sarna altar-Desa '-"rr.t^pk"t Rancangan
Peraturar Desa dengal membubuhkal tanda tangart paling lambat 7 (tujuh) hari
terhitung seja,k talggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda taxgan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh
Sekretaris Desa masing-masing Desa.

(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dima-ksud pada ayat (1) mulai berlaku
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sej ak tanggal diundangkal da-lam Berita
Desa pada masing-masing Desa.

(a) Apabila sekretsris desa berhalangan tetap, pengundangan Perat,rran Bersama
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh p:laksana tugas
sekretaris desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasaa

Pasal 25

Pcraturan Bcrsarna
rnasing.

Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-

(1) Peny',sunan ra-nca.ngan peratura, Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa,(2) Materi muatan Peraturar KepaJa Desa meliputi materi pelaleaiaan peraruran di
Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tihggi,

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasa1 26

Pasd 27

(1)PCraturan KCPala Dcsa diundangkarl dalanl Be� ta Dcsa。lch sclcetans Dcsa.
(2)Apabila sekreぬ ris desa bcrhalangan tetap,pcngundangan Pcraturan KCpala Dcsa
SCbagaユ mana dimakSud pada ayat(1), dilakuKan 01Ch、

pelakSana tugaS SekretariS
desa.



BAB Vll

PEMBIAYAAN
Pasa1 28

BAB Ⅵ II
KETENTUAN LAIN‐LAIN
Pasa1 29

Kep a-la Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk peiaksanaan Peraruran

di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr

pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetaPan,
dan dalam rangka

Pasa1 30

(1) Ketentuan mengenai teknik peny'r:.sunan Peratural di Desa dan Keputusan Kepala
Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

(2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa
tercantum dalam Lampiral yang merupakan bagiar, tidak terpisahkan dari
Perarurar Bupati ini.

DitCtapkan di Kctapang

pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI KETAPANG,

TTD

14ARTIN RANTAN
Diundangkan di Kc● Pang
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD
Salinan Sesuai Dengan Ashnya

M.MANSYUR KcPda BaJan Hukum
Setda g,今

々
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bma
197006172000031001
MOR 24

NIP.BERITA DAERAH Iく ABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NO

pembiayaan pembentukan Peratrrran di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB X
KENTENTtJAN PENUTUP

Pasa1 3 1

Peraturari bupati ini mulai berlaku pada tangga-l diundangkan.

Agar setiap orang mengetal:uinya, memerintahkan pengurrdiangan Peraturan Bupati ini,
dengar penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

〔 O■



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
N01�OR.… .… TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A、 BENTUK RANCANGAN PERATURAN di DESA

1.  BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA

KEPALA DESA・ ....(Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA.・ ..… .(Nama KabuPaten/Kota)

PERATURAN DESA...(Nalna Desa)
NOMOR...TAHUN…
TENTANG

(Nana Peraturan Dcsa)、

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menirnbang: a. be-hwa ...;
b, bahwa...;
c. dan seterusnya .. .;

Mengingat:

dan seten:snya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMiUSYAヽVARATAN DESA...(Nama Desa)

dar
KEPALA DESA...(Nama Desa)

MEMUTUSKANl

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Naina Peraturan Des a).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal■

１

２

３



BAB II

9asa-l

BAB...
(dan setemsnya)

Pasal . - .

Peraruran Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundr':lgkan.

Agar setiap or&ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perattlran Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Ntma Desa).

Ditetapkaa di ...
pada tanggal .,.
KEPATA DESA...(Nama Desa),

tanda ta-nBart

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA... (Nama Desa),

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelnr dan Pangkat)

LtrMBARAN DESA ... (Narna Desa) TAHUN ... NOMOR ...



KABUPATEN / KOTA,., (Nama Kabupaten/Kota)

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA..' (Nama Desa)

DAN KEPALA DESA... (Narna Desa)

NOMOR." TAHUN .''
TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)r

DENGAN RAHM:AT TUHAN YAN0 1� AHA ESA

KEPALA DESA.¨ _(Nmma Desa DAN
KEPALA l)ESA・ .・ ,(Nama Desa)

Menimbang bahwa
bahwa
a.

b.

C.

Mengingat : I
2..……………………………………………_……………………… `

3. dan seterusnya,

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturaa
Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam. Peraturan Bersama ini yarg dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf l

Pasal…

BAB...
Pa sal ...

BAB
KETENTUAN PERALIIIAN cika diperlukan)

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



BAB・ .

KETENTUAN PENUTUP
Pasal.…

Peraturan Bersama ini mulai bertaku pada tangga-l dirindangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan

Berita Desa... (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Tanda tanga;r

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA… ,(Nama Desa)

Tanda tangan

(Naina Tanpa Gelar dan Pangkat)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Tanda tangar 
'

(Nama Tanpa Gelar darr Pangkat)

Diundangkan di...

pada tanggal..・

SEKRETARIS DESA."., (Nama Desa)

Taada tangaa

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR...

Ditetapkan di ...................
pada tanggal



111. PERATURAN KEPALA DESA

KEPALA DESA.・ .(Nttna Desa)

KABUPATEN/KOTA......(Nama Kabupatcn/Kota)

PERATURAN KEPALA DESA...(Nama Desa)
NOMOR.¨ TAHUN…
TENTANG

(Judl■l Peratlran Kcpala Dcsa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA …,(Nama Des叫

Menimbang

Mengingat

darl seterusnya.・・....・ .・・..・ ..・ ..・・.....・ .・ ...・ .,

MEMUTUSKAN:  ｀

Menetapkl敏  ゝ :PERATURAN KEPALA DESA TENTANG...
Kepda Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalam Peraturran Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
BAB II

Baglan Pertama

Paragraf l

Pasal..

BAB.¨

Pasal...

BAB...

ａ

ｂ

ｃ

ｌ

２

３

(Judul Peraturar

ヽ
ミ

〓
一 月

一】
鳳
、一

KETENTUAN PERALIHAN (iika diperlukan)



■
.

BAB..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Kepaia Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetehuinya, memerintatrkan pengundangan Peratut an
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ..,
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DESA... (Nama Desa)TAHUN ... NOMOR...

0



Menimbang ａ
　
，Ｄ

KABUPATEN / KOTA.,....,..,,, (Nama Kabupaten/ Kota)

KEPUTUSAN KEPALA DESA..' (Nama Desa)

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

(Judr.l Keputusal Kepala Desa)

KEPALA DESA… ,(Nttna Des鋤

Mengingat

Mernperhatikan:

Menetapkan

KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KEHMA

Salinan Seouai Dcngan Aslinya

. dan seterusnva

C.

1,

2.

●0

1

2

3 dan setcrusnya.・ ・.....・ ...................… ..........,,....;

Kepala Bagian Hukum
tcn Kc

(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di

pada tansgal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

Tanda Tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Fangkat)

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTANSetda イ

B.KEPUTUSAN KEPALA DESA
I.KEPUTUSAN KEPALA DESA


